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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Sampai saat ini belum ada ketentuan yang secara tegas mengatur 

tentang boleh atau tidak diperbolehkannya Ultra Petita. Belum ada 

alasan hukum, aturan hukum maupun sumber hukum tata negara yang 

mengatur mengenai Ultra Petita ini. Bahkan di dalam Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara belum ada 

ketentuan atau pasal yang secara khusus mengatur tentang Ultra Petita. 

Sehingga, praktisi hukum (khususnya Hakim di Pengadilan Tata Usaha 

Negara) seringkali menemukan ketidakpastian dan perbedaan pendapat 

mengenai boleh atau tidak diperbolehkannya memutus menggunakan 

Ultra Petita. Hampir semua hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara 

Yogyakarta tidak pernah memutus sengketa Tata Usaha Negara yang 

diajukan dengan menggunakan Ultra Petita. Sehingga hal ini 

menjadikan eksistensi Ultra Petita dalam fungsi Peradilan Tata Usaha 

Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta belum optimal 

dan menjadi tidak efektif. 

2. Kendala penerapan Ultra Petita dalam pelaksanaan fungsi peradilan 

Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta 

adalah sebagai berikut : 

a. Kendala Teoretis 



 

 

70 
 

 
 

 Penerapan Ultra Petita dalam fungsi peradilan Tata Usaha 

Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta mempunyai 

kendala teoretis, yaitu tidak diperbolehkannya Ultra Petita itu 

sendiri. Hal ini dikarenakan belum ada ketentuan yang secara tegas 

memperbolehkan atau tidak diperbolehkan dilakukannya Ultra 

Petita ini. Selama ini, pendapat tentang tidak diperbolehkannya 

memutus Ultra Petita masih dianut sebagian besar praktisi hukum. 

Selain itu, jika melihat sejarah, konsep Peradilan Tata Usaha 

Negara pun banyak yang diadopsi dari konsep Peradilan pada 

umumnya, khususnya Peradilan Perdata. Contohnya ialah Asas 

Keaktifan Hakim. Di dalam Peradilan Tata Usaha Negara, hakim 

bersifat aktif. Itu artinya bahwa hakim Peradilan Tata Usaha 

Negara mempunyai tugas untuk menyeimbangkan kedudukan para 

pihak, yang dalam hal ini Penggugatnya adalah orang atau Badan 

Hukum Perdata dan Tergugatnya adalah Badan atau Pejabat Tata 

Usaha Negara. Sedangkan di dalam Peradilan Perdata, hakim justru 

bersifat pasif, hakim lebih bersikap menanti dalil dan bukti yang 

dikemukakan oleh para pihak. 

Selain itu, kewenangan hakim di Peradilan Tata Usaha 

Negara dengan hakim di Peradilan Perdata juga berbeda. Hakim 

Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan Ultra Petita, 

yaitu memutus lebih dari yang dituntut. Sedangkan hakim di 
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Peradilan Perdata mempunyai kewenangan Intra Petita, dimana 

hakim tidak boleh memutus lebih dari yang dituntut. 

b. Kendala Yuridis 

Penerapan Ultra Petita dalam fungsi peradilan Tata Usaha 

Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta mempunyai 

kendala yuridis, yaitu tidak setiap kasus bisa diterapkan Ultra 

Petita, karena penerapan Ultra Petita ini bersifat kasuistis (untuk 

kasus tertentu). Harus diingat pula bahwa kewenangan suatu 

pengadilan atau ketika hakim mengadili suatu perkara yang 

diajukan kepadanya ditentukan oleh pokok sengketa. Jika hakim 

tidak memperhatikan pokok sengketa yang diajukan kepadanya, 

maka putusan terhadap perkara yang diperiksanya bisa jadi 

melampaui batas kewenangannya dan memunculkan persoalan 

yuridis disatu pihak. Sedangkan di lain pihak, muncul rasa tidak 

puas, yaitu dalam bentuk putusan hakim yang bersifat Ultra Petita, 

khususnya di Pengadilan Tata Usaha Negara. 

c. Kendala Teknis 

 Penerapan Ultra Petita dalam fungsi peradilan Tata Usaha 

Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta mempunyai 

kendala teknis, yaitu belum banyak praktisi di lingkungan Tata 

Usaha Negara yang menerapkan Ultra Petita dalam menyelesaikan 

dan memutus sengketa Tata Usaha Negara. Terkhusus di 

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, hampir semua sengketa 
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Tata Usaha Negara tidak diputus dengan Ultra Petita. Para hakim 

di Pengadilan Tata Usaha Negara memberikan alasan bahwa 

penerapan Ultra Petita tidak boleh dilakukan secara sembarangan. 

Dibutuhkan pengalaman dan keahlian untuk menekuni Ultra Petita 

ini. Pengalaman dan keahlian dari tiap hakim tentunya juga 

berbeda, yang dipengaruhi oleh konsep dan sifat subyektif dari 

masing-masing hakim tersebut. 

3. Putusan Hakim yang mengandung Ultra Petita apabila dikaitkan 

dengan eksistensi fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yang bertujuan 

untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha 

Negara, harus didasarkan pada rasa keadilan, sesuai dengan 

kemanfaatan, kepastian dan keadilan. Sesuatu hal yang terpenting 

adalah adanya alasan hukum dan memenuhi unsur keadilan, maka 

Ultra Petita bisa digunakan. 

  

B. Saran  

1. Diperlukan suatu aturan hukum dan atau ketentuan yang secara tegas 

mengatur tentang diperbolehkan atau tidak diperbolehkannya Ultra 

Petita. Sehingga nantinya tidak ditemukan lagi ketidakpastian dan 

perbedaan pendapat mengenai boleh atau tidak diperbolehkannya Ultra 

Petita. Namun, ketentuan atau aturan hukum ini harus dirumuskan 

secara detail dan menyeluruh. Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi 
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tindakan sewenang-wenang yang kemungkinan akan dilakukan oleh 

aparat penegak hukum (khususnya di lingkungan Tata Usaha Negara).  

2. Diberikannya suatu pemahaman yang menyeluruh di antara praktisi 

hukum, khususnya hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tentang Ultra 

Petita yang mempunyai eksistensi sebagai perwujudan fungsi 

Peradilan Tata Usaha Negara. Pemberian pemahaman tersebut dapat 

berupa pemberian sosialisasi ataupun pendidikan lanjutan bagi para 

praktisi hukum, khususnya Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara. 

Sehingga nantinya dapat diperoleh kesamaan pendapat tentang 

diperbolehkannya memutus menggunakan Ultra Petita.  

3. Hakim harus berani untuk menentukan apakah ia akan memutus 

menggunakan Ultra Petita atau tidak. Diperlukan pemahaman dan 

kecermatan hakim dalam memeriksa pokok sengketa yang diajukan 

kepadanya. Apabila hakim tidak memperhatikan pokok sengketa yang 

diajukan kepadanya, maka putusan terhadap perkara yang diperiksanya 

bisa jadi melampaui batas kewenangannya dan memunculkan 

persoalan yuridis disatu pihak. Sedangkan di lain pihak, muncul rasa 

tidak puas, yaitu dalam bentuk putusan hakim yang bersifat Ultra 

Petita, khususnya di Pengadilan Tata Usaha Negara. 
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